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ABSTRAK

Muhammad Alif Rahman Nur.Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai Di
Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare (dibimbing oleh Hannanidan Abdul
Hamid).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern Bantuan
Sosial Tunai Di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare dan juga untuk
mengetahui dan mengambarkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial di Kelurahan
Ujung Baru Kota Parepare

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
dekskriptif kualitatif . Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan
fenomenologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder, dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik
observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern bantuan sosial
tunai yang diterapkan di Kelurahan Ujung Baru Kota Pareapare adalah. dalam
memperdayakan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 kementrian dinas
sosial mengeluarkan program bantuan sosial tunai yang bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi. Kelurahan
sebagai pihak pelayanan publik memiliki peran penting dalam proses penyaluran
bantuan sosial tunai. Kelurahan ujung baru kota parepare berperan sebagai pihak
yang mendata dan medeteksi masyarakat terdampak yang kurang mampu. Kelurahan
ujung baru kota parepare dalam proses pendataan mengunakan sistem survei dan
memberi edukasi dan pengetahuan bagi calon penerima bantuan terkait BST dan apa
saja yang harus di lengkapi oleh calon penerima dalam sistem pengendalian intern
bantuan sosial tunai (BST) sebagai media informasi kepada dinas sosial mengenai
layaknya masyarakat sebagai penerima bantuan sosial Selain itu elemen-elemen
sistem pengendalian intern juga berpengaruh vyaitu lingkungan pengendalian,
penilaian resiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Kata Kunci: Sistem, Pengendalian, Intern, Bantuan Sosial Tunai
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Tha Th te dan ha
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik
dibawah)
z Kha Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Dhal Dh de dan ha

Xiv



J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Shad $ es (dengan titik
dibawah)
o= Dad d de (dengan titik
dibawah)
b Ta t te (dengan titik
dibawah)
L Za z zet (dengan titik
dibawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik
keatas
¢ Gain G Ge
< Fa F Ef
S Qof Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em

XV




o Nun N En
3 Wau W We
° Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
< Ya Y Ye

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ()

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i Fathah A A
! Kasrah I I
i Dammah U U

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
G- fathah dan ya Ai adani
> fathah dan wau Au adanu

Contoh:
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8 : kaifa
Js : haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
s/ fathah dan alif atau A a dan garis diatas
ya
- kasrah dan ya I i dan garis diatas
e dammah dan wau U u dan garis diatas
Contoh:
Sl : mata
=0 : rama
Jé :qila
yYr : yamitu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,

transliterasinya adalah [t]
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b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
[h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h).

Contoh:

43AMAls5), 1 Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

AR -EEA | : Al-madinah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah
i&0i : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (%), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:
&) : Rabbana
S Najjaina
&all 1 Al-Haqq
&l Al-Hajj
a3 Nu'ima

¥ .
e - ‘Aduwwun

XViii



Jika huruf ¢ bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (&:),

maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:
=0 : “Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
Se  :“Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif lam
marifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:
Contoh:

Sl :al-syamsu (bukan asy-syamsu)

a5 - al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
dsli o al-falsafah
B : al-biladu

XiX



7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:
O345: ta ‘murina
A al-nau’
8is 1 syai’un
&yl umirtu
8. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an),
Sunnah.
Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fizilal al-qur’an
Al-sunnah gabl al-tadwin
Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab
9. Lafz al-Jalalah (&)
Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagaimudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:

fn\ & Dinullah

XX



AL billah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
‘““‘m) P Hum fi rahmmatillah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini
huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan
huruf kapital (Al-). Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasil
Inna awwala baitin wudi’a linndasi lalladht bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusr
Abii Nasr al-Farabi
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abi (bapak
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abii al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: /bnu Rusyd, Abu al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abii al-Walid Muhammad Ibnu)
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Nasr Hamid Abi Zaid, ditulis menjadi Abii Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abii)
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swi. = subhanahu wa ta ‘ala

Saw. =  sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s = ‘alaihi al-sallam

H =Hijriah

M =  Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir Tahun

W, = Wafat Tahun

QS../..: 4= QS al-Bagarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR =Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- = daia
g = USe Os
prla =l seulegll Lo
L =ik

o =8l O

XXii



= al WAl
c T

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di

jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena
dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk(“‘dan kawan-

kawan’’) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet.: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang

tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab

biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

WHO menjelaskan bahwa corona adalah virus yang menginfeksi sistem
pernafasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini menyebabkan penyakit flu
biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan Timur tengah
(MERS-CoV) dan sindrom pernafasan akut parah (SARS-CoV). Virus corona adalah
zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Penyebaran virus corona
ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara
yang terkonfirmasi terkena virus coron. Penyebaran virus corona yang telah meluas
ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada prekonomian Indonesia, baik dari

sisi perdagangan, inventaris, dan pariwisata.®
Pandemi COVID-19 yang berdampak buruk pada prekonomian Indonesia
secara tidak langsung turut mempengaruhi naiknya angka pengangguran. Akibat
pandemi wabah COVID-19 penerapan pemenjarakan sosial atau physical distancing
sampai pada penghentian seluru kegiatan ekonomi. Di indonesia kebijakan
pembatasan sosial berskala besar(PSBB) di laporkan telah membuat jumlah
penduduk miskin meningkat. Laporan dari abdul latif jameel poverty action lab
southeast asia menyebutkan adanya peningkatan jumlah pengangguran sejak

meluasnya COVID-19 di seluruh wilayah indonesia. Situasi ini akibatnya banyaknya

'Kurniawan, “Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kota
Palembang” Program Studi lImu Politik Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik (Skripsi, UIN Raden
Fatah Palembang, 2021), h.1



prusahaaan atau usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja.
Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelangannya.?

Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasu yang semakin genting,
tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah
hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya
langsung terasa oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan dan
pengangguran di indonesia meningkat. Golongan rentan miskin dan hampir miskin
yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah
kehilangan mata pencaharian dan jatuh ke bawah garis kemiskinan (CNBC Indonesia,
29 Maret 2020). Dengan berbagai masalah sosial ekonomi upaya pemerintah untuk
menjaga dampak kebijakan pencegahan Covid-19 dan berupaya untuk memulihkan
kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat
yang terdampak pandemi agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya
selama masa Covid-19. Hal ini dilakukan sampai ditingkat masyarakat terbawah atau
desa melalui program jaring pengamanan social.

Dimasa pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program-
program perlindungan sosial yang salah satunya berupa bantuan sosial yang diberikan
kepada masyarakat miskin dan msyarakat yang terdampak sosial ekonomi dari
pandemi Covid-19 ini. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui
kementrian Sosial adalah Program Bantuan Sosial Tunai atau BST.?

Program bantuan sosial tunai (BST) adalah bentuk program penanggulangan

yang dilakukan oleh pemerintah indonesia pada masyarakat yang miskin. Program

“Silpa Hanoatubun, “Dampak Covid-19 Terhadap perekonomian Indonesia” , Edupsycouns
Jurnal, Vol. 2, No. I, (2020), h.147.

Keputusan Direktur Jendral Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020 Tentang petunjuk teknis
penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan Covid-19.



bantuan sosial masuk dalam kategori program perlindungan sosial. (wynandin
ilmawan, 2008) program bantuan sosial tunai (BST) ini dikeluarkan demi membantu
masyarakat yang terkena dampak pandemi. BST adalah program bantuan pemerintah
berupa uang tunai, baik bersyarat maupun tidak untuk, masyarakat yang mengalami
kesulitan dalam ekonomi.

latar belakang program bantuan sosial tunai (BST) tidak lain dan tidak bukan
hanyalah kemiskinan, faktor penyebab dari dampak yang ditimbulkan, terutama
dalam sektor ekonomi itu sendiri, pandemi memberikan implikasi ekonomi, sosial,
dan politik hampir di seluruh negara termasuk indonesia. Sektor yang mersakan
dampaknya yaitu sektor ekonomi, pelemahan sektor ini salah satu disebabkan dengan
adanya kepanikan masyarakat. dampak pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi di
tandai dengan adanya penurunan daya beli di kalangan masyarakat yang
mengakibatkan turunnya permintaan, berakibat timbulnya banyak kerugian bagi
masyarakat kecil. Kejadian ini tentunya menambah tingkat kemiskinan yang ada di
Indonesia. Sehingga di perlukan kebijakan jangka pendek dari pemerintah untuk
mencegah terdajinya peningkatan angka kemiskinan yang berdampak pada bidang
sosial, ekonomi, dan politik. Negara maupun pemerintah merupakan pihak yang
memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan
dapat melindungi pertumbuhan dan aktifitas ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat
tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan
penertiban dan juga tentunya mensejatrakan masyarakat. tanggung jawab pemerintah
dalam perspektif islam bertujuan untuk mensejatrakan masyarakat umum.

Dana Moneter Internasional menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan global

saat ini sedang mengalami krisis akibat pandemi. Akibatnya virus ini telah mampu



melumpuhkan ekonomi seluruh negara. Bagi Indonesia, berdasarkan lembaga Analis
keuangan Mody’s memprediksi adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang
signifikan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, dari 4,9 % menjadi 4,8 % Hal
ini dibuktikan dengan banyaknya prusahaan yang berhenti berhenti semntara dan dan
mengizinkan seluruh karyawan untuk semntara bekerja melalui rumah bahkan
banyak juga perusahaan yang memberhentikan karyawannya dari pekerjaannya.
Karna kesulitan ekonimi di masa pandemi ini dapat menyebabkan masyarakat
mengalami penurunan mekanisme pasar sehingga daya beli masyarakat menjadi
berkurang. Berkurangnya daya jual dan daya beli menyebabkan laju perekonomian
menurun. Perekonomian yang sehat memerlukan landasan hukum yang sehat pula.
Peran landasan hukum dari perekonomian adalah memberikan struktur terprediksi
dimana aktifitas pertukaran terjadi, berlangsung, dan berkembang. Persyaratan
landasan hukum ini diperlukan, tidak peduli apakah prekonomian diorganisir dengan
pola dimana pemerintah memegang peran kunci atau swasta yang menjadi aktor
utama. Ketika pasar gagal menjalankan fungsinya pemerintah juga bisa dihadapkan
pada kegagalan (kegagalan pemerintah, yang sifatnya kegagalan non pasar).
Pemerintah melalui kementrian sosial memberikan bantuan atau Program BST
kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam segi ekonomi guna meringankan
beban masyarakat dimasa pandemi.
Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada
keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah

Covid-19. Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat melalui kementerian



Sosial RI yang merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial yang di berikan
kepada Keluarga Penerima Manfaat.*

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan nilai bantuan sebesar Rp.
600.000,-/bulan yang diberikan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai
bulan juni 2020. Sasaran Bantuan sosial tunai yaitu 9 Juta KK di 33 Provinsi
Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tanggerang
dan Tanggerang Selatan, Kabupaten Bogor (Kec. Cibinong, Gn.Putri, Kelapa
Nunggal, Bojong Gede, Cileungsi, Jonggol dan Citerurup) karena wilayah tersebut
menerima program Bantuan sosial Sembako. Kriteria penerima Bantuan Sosial Tunai
adalah KK yang telah tercatat dalam Dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) Kementrian Sosial R1 dan tambahan usulan dari daerah. Penyaluran Bantuan
Sosial Tunai dilakukan melalui 2 cara yaitu pertaman; Penyaluran dilakukan oleh
Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui rekening KPM (Keluarga Penerima
Manfaat). Kedua; Penyaluran Bansos Tunai dilakukan oleh PT POS Indonesia
melalui Salur BST (Bansos Tunai) di Kantor Pos, Salur BST di tingkat Komunitas,
dan Salur Bansos Tunai langsung ke tempat tinggal.

Namun dalam menghindari penumpukan dan antrian panjang dalam proses
penyaluran BST di beberapa daerah, Pihak PT. POS Indonesia secara serentah
melaksanakan penyaluran di beberapa titik di setiap kecamatannya bekerjasama
dengan pihak kecamatan dan kelurahan dengan mengunakan fasilitas antara lain
kantor POS, Kantor kecamatan / lurah dan gedung sekolah. Untuk menertibkan
penerapan protokol kesehatan PT. POS dalam proses penyaluran BST, PT. POS

bekerjasama dengan aparat keamanan baik dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, Satuan

*Keputusan Direktur Jendral Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020 Tentang petunjuk teknis
penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan Covid-19.



Pengamanan serta aparat Pemerintah Desa/Lurah dan Kecamatan mengatur jalannya
penyaluran sehingga Physical Distancing tetap terjaga, dan juga dalam hal tersebut
semua yang hadir di wajibkan menggunakan masker serta petugas di haruskan
menggunakan sarung tangan.

Surat Keputusan Direktur Jendral Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang
perubahan atas keputusan Direktur Jendral Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020
Tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan Covid-
19 mengubah besaran nilai bantuan sosial setiap bulannya dan jangka waktu
pemberian bantuan sosial tunai sebagai mana yang telah di tetapkan sebelumnya
dalam surat keputusan Direktur Jendral Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020. Bantuan
Sosial Tunai yang awalnya di berikan kepada KPM dalam periode bulan April — Junu
2020 dengan jumlah Rp. 600,000 per keluarga kemudian berubah menjadi pemberian
bantuan sosial tunai dilaksanakan seja Bulan APRIL 2020 — Desember 2020 yang
terdiri tahap |1 — IX. Demikian halnya dengan Besaran Nilai yang diberikan kepada
KPM. Dimana Pemberian Bantuan Sosoal Tunai Sejumlah Rp. 600,000; perkeluarga
untuk tahap I — Il yakni Bulan April — Juni 2020 , dan sejumlah Rp. 300,000;
perkeluarga untuk tahap 1V-1X (Bulan Juni-Desember 2020).

Namun dalam pelaksanaannya, Penyaluran Bansos Tunai dibeberapa saerah
memang kerap kali menemukan kendala terutama pada permasalahan data. Oleh
sebab itu para petugas terkait khususnya stakeholder, masyarakat dan aparatur terkait
perlu memahami betul syarat dan ketentuan dari penerima bantuan sosial Tunai. Ada
beberapa kendala yang ditemukan di masyarakat seperti:

1. Data penerima bantuan sosial tunai yang masih timpang tindih dengan penerima

bantuan lainnya seperti data penerima Bansos Tunai yang namanya juga



tercantum pada program BLT Desa atau program bantuan lainnya seperti PKH
dan BPNT. Oleh sebab itu perlu diperhatikan bahwa data penerima Bansos tunai
diberikan kepada mereka yang miskin yang terkena dampak/resiko Pandemi dan
tidak masuk terdaftar pada penerima bantuan lainnya sehingga tidak ada
penumpukan penerima bantuan. Terkait pihak mana yang berhak menerima,
sepenuhnnya disertakan kepada pemerintah Daerah.

Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari
kelurahan/desa melalui RT/RW. Seringkali RT/RW ataupun aparatur desa lupa
memasukan data terbaru yang terkena dampak Covid-19 seperti mereka yang
kehilangan pekerjaan atau tidak bisa bekerja sehingga tidak ada penghasilan
untuk memenuhi kebutuhan tapi tidak terdaftar.

. Warga pendatang seperti mereka yang tinggal di kontrakan atau kos-kosam
seringkali diabaikan oleh RT/RW dengan alasan KTP yang bukan asli wilayah
tersebut. Warga pendatang yang tinggal dikontrakan atau kos-kosan yang terkena
dampak Covid-19 juga bisa mendaftarkan diri untuk menerima bantuan sosial
dengan catatan tidak menerima program bantuan lainnya. Pendaftran bisa
dilakukan langsung ke kantor desa/kelurahan. Maslah diterima atau tidaknya
akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas dari Dinas Sosial
Kota/Kabupaten. Pendatang cukup membawa fotocopy KTP dan KK,

. Permasalahan data yang seringkali menjadi masalah dimasyarakat adalah seperti
ada masyarakat yang dianggap kurang mampu dan butuh dibantu tetapi tidak
terdata sedangkan masyarakat yang dianggap mampu malah mendapatkan

bantuan. Hal ini memang seringkali terjadi ketika menyalurkan bantuan. Hal ini



lumrah terjadi, karena kehidupan sosial dan perekonomian®masyarakat seringkali
dinamis. Bisa jadi dulunya ia masuk kategori miskin,® kemudian menjadi mampu
beberapa bulan kemudian ataupun sebaliknya yang dulunya mampu tapi
kemudian jatuh miskin. Oleh karena itu kesadaran masyarakat yang sudah
mampu yang dulu terdata, sebaiknya bisa melaporkan diri agar dirinya bisa
dihapus dan digantikan dengan warga lainnya. Oleh sebab itu, tim verifikasi dan
validasi data setiap daerah sangat berperan penting dalam menentukan kelayakan
penerima manfaat agar tepat sasaran.

5. Permasalahan lain pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang jenis-jenis
bantuan sosial dan kriterianya sehingga ada masyarakat yang menerima bantuan
PKH tetapi merasa bertanya kenapa tetangganya dapat bantuan yang ‘berbeda
dari yang ia dapat. Kementrian Sosial telah mengeluarkan kebijakan berupa
program bantuan berupa Program PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT
(Bantuan Pangan Non Tunai), Bantuan Sembako (khusus Jabodetabek), Bantuan
Sosial Tunai (BST) serta Bantuan Sosial dari kebijakan dan program Pemerintah
daerah. Ada juga Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) yang
dikeluarkan oleh Kementrian Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (PDTT). Semua bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat
miskin dan atau masyarakat miskin dan atau masyarakat yang terdampak Covid-
19 sesuai dengan kriteria masing-masing dengan catatan setiap KK hanya

menerima satu program bantuan saja. Oleh sebab itu perlu adanya

>St. Syahruni, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Kementrian Sosial
RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Kabupaten Takalar”, (  Skripsi ~ Departemen  llmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan IImu Politik Universitas Hasanuddin Makassar,th2021), h. 7.



penyebarluasan informasi terkait kriteria dan syarat-syarat penerima bantuan

kepada masyarakat sehingga tidak terjadinya kesalapahaman.

Namun fakta dilapangan masih terjadi tumpang tindih data antara penerima
bantuan sosial tunai dengan bantuan sosial lainnya seperti PHK dan BLT Dana. Tidak
hanya itu, adanya masyarakat yang sama sekali tidak menerima bantuan sosial
sedangkan masyarakat yang dimaksud masuk dalam syarat penerima bantuan
sosial.dalam upaya penangulangan masyarakat terdampak pandemi, melalui program
bantuan sosial tunai. Pemerintah daerah khususnya kelurahan, di amanahkan
langsung dari dinas sosial dalam rangka mendeteksi warga terdampak pandemi.
Bahwa untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana di amanatkan dalam
praturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan
keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi dalam
rangka menghadapi ancaman yang mebahayakan perekonomian nasional dan
stabilitas sistem keuangan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, perlu
memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai.

Pemerintah daerah sebagai penyelengara pelayanan publik. Sebagaimana yang
diatur dalam undang-undang NO.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Berdasarkan undang-undang tersebut pengertian pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan praturan preundang-undangan bagi setiap warga negara penduduk atas
barang,jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelengara

pelayana publik.®

8Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun2009, Tentang Pelayanan Publik
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Menyikapi segalah kendala dan permasalahan yang terjadi memang dibutuhkan
kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang berperan penting dalam
melancarkan penyaluran bantuan sosial ini agar tepat sasaran dan efisien.

Kota parepare merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga ikut
merasakan dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat besar. Dampak dari
COVID-19 dikota Parepare dapat dilihat dari banyaknya kios-kios pedangan kecil
yang tutup, barang-barang kebutuhan sehari-hari yang langka, dan terjadinya
penurunan daya beli di kalangan masyarakat. dampak tersebut muncul dari adanya
kebijakan pembatasan kerumunan masyarakat di tempat umum.

Pemerintah kota Parepare sendiri untuk mengatasi dan memperbaiki
prekonomian daerah mulai menjalankan berbagai macam program pemulihan, salah
satunya jenis program dari Kementrian Dinas Sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai
(BST) pemerintah mengawali dengan bantuan dari kelurahan dengan melakukan
pendataan dari kelurahan sebagai salah satu instansi kepemerintahan yang
menyediankan pelayanan publik bagi masyarakat di Indonesia. Sebagai upaya untuk
mematahkan masalah dan menyesuaikan target-target dan sasaran pemulihan
termasuk sifatnya bantuan, pendampingan, maupun model-model pemberdayaan
lainnya.

Kelurahan ujung baru Kota Parepare kacamatan soreang, sulawesi selatan,
indonesia yang berfungsi sebagai pihak pelayanan publik kelurahan ujung baru
mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan wewenang pemerintahan yang
dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan masyarakat terhadap

pelayanan publik yang baik tidak terlepas dari perwujudan kepemerintahan yang baik,
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terlebih pada wilayah kelurahan yang bersinggunganlangsung dengan masyarakat,
keluhan-keluhan terhadap buruknyakualitas layanan di kelurahan menunjukan bahwa
belum terwujudnya pemerintahan yang baik dalam sekala kelurahan.

Keberhasilan dana bantuan sosial tidak terlepas dari perhatian dan bantuan
pemerintah. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai pihak yang mendata
masyarakat terdampak pandemi. Sebagai penyedia pelayanan publik kelurahan
berperan penting untuk menyeleksi masyarakat, layak atau tidak untuk mendapatkan
bantuan sosial tunai agar dana tersebut bisa tepat sasaran sesuai dengan yang di
sebutkan dalam peraturan pemerintah di atas sebagai penganti undang-undang nomor
1 tahun 2020. Kementrian sosial memutuskan tentang pelaksanaan bantuan sosial
tunai dalam penanganan dampak COVID-19. dalam meningkatkan pelayanan publik
pemerintah daerah di berikan keleluasaan untuk merancang dan menentukan jenis
pelayanan bagi masyarakat. Di sisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari
keberhasilan pelayanan publik yang di berikan oleh penyedia layanan publik.

Membantu dan mengarahkan organisasi mencapai tujuan layanan yang di
perlukan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga oraganisasi bergerak menuju
tujuan yang telah di tetapkan. Sistem pengendalian adalah suatu sistem yang dapat di
terapkan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Jika organisasi memiliki
sistem pengendalian, oraganisasi dapat mengantisipasi berbagai perubahan
lingkungan yang terjadi, ekonomi islam juga hadis sebagai manifestasi untuk
mewujudkan nilai-nilai agama dalam hal ekonomi (termasuk peran pemerintah dalam
hal ekonomi). Islam mengusung konsep peran Negara di bidang ekonomi dengan

basis nilai universal Islam seperti keadilan dalam bidang ekonomi yang tercermin
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dalam mekanisme larangan riba, dan redistribusi pendapatan melalui zakat dan
jaminan sosial.

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek
kehidupan, termasuk didalamnya aspek sosial, ekonomi dan politik dalam hal ini
sebagai ajaran normatif, Islam juga berfungsi sebagai pedoman hidup bagi segenap
para penganutnya. Dari hal ini, tentu saja Islam juga memiliki konsep ketatanegaraan
yang berfungsi untuk merealisasikan kesejatraan yang sinergis antara kepentingan
dunia dan juga akhirat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam hal ini penulis
tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Sistem pengendalian Intern Bantuan
Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di kelurahan ujung baru
kota Parepare

2. Bagaimana sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai di kelurahan ujung
baru kota Parepare

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengambarkan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST)

di kelurahan ujung baru kota parepare?

2. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai

(BST) di kelurahan ujung baru kota Parepare?
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D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan Penelitian sebagai berikut:

1. Segi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu pemerintahan, khusunya kajian yang berkaitan dengan
kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan program Bantuan Sosial untuk
penanganan kemiskinan.

2. Segi Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan jadi bahan acuan, pertimbangan
dan evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial selanjutnya.

3. Segi Metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan

bagi penelitian lain yang tertarik pada kajian Bantuan Sosial kepada masyarakat.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian “Sistem Pengendalian Itern Bantuan Sosial Tunai
di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare” ini belum perna di lakukan oleh
beberapa peneliti lain, tapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian
ini di antaranya:

Muthmainnah Indah Suci tentang Analisis Sistem Pengendalian Intern atas
Biaya Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare.
Tujuan penelitian ini pengendalian intern atas biaya pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare. Subjek
penelitian ini mengunakan teknik purposive sampling. Untuk mendapatkan data
dengan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dan berwenang dalam
memberikan penjelasan, observasi langsung untuk menghimpun data yang
dibutuhkan dalam melakukan analisis, dan dokumntasi dengan melihat dokumen-
dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun
metodologi penulisan melalui riset kepustakaan, dan riset lapangan. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan analisis
kompratif. Teknik deskriptif yaitu dengan menggambarkan mengenai sistem
pengendalian intern di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.

Penelitian di atas menjelaskan tentang sistem pengendalian intern atas biaya
pelayanan publik Dinas Kependudukan Catatan Sipil serta proses observasi untuk
menghimpun data, sedangkan dalam penelitian yang akan di lakukan oleh penulis

yaitu tentang sistem pengendalian Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk mengatasi
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masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Ujung Baru Kota
Parepare.’

Penelitian yang di tulis oleh St.Syahruni yang berjudul “Implementasi Program
Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Kementrian Sosial RI Terhadap Masyakat
Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Takalar”. Hasil penelitian penulis tersebut
menunjukan bahwa penentuan atau syarat Keluarga Penerima Manfaat Bantuan
Sosial Tunai (BST).

Penelitian di atas menjelaskan tentang penentuan Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Sosial Tunai sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu
tentang penentuan sekaligus penyesuaian data masyarakat yang layak mendapatkan
Bantuan Sosial Tunai di kelurahan ujung baru kota parepare.™

Penelitian yang di tulis oleh Nandya Chayah Rosadi, judul “Efektifitas Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di
Desa Talaitad Kacamatan Suulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”. Program
Studi llmu Pemerintahan Fakultas llmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
Skripsi ini meliki persamaan dimana penelitian yang di bahas adalah tentang
efektivitas sebuah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat

ditengah pandemi Covid-19.Selain itu penelitian ini juga mengunakan metode

*Mutmainnah Indah Suci, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Biaya Pelayanan Publik
Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Parepare” (Skripsi Sarjana: Jurusan Akuntansi 2019),
h. 2.

1OSt.Syahruni, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Kementrian Sosial
RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Takalar” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu
Pemerintahan makassar 2021), h. 2.
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penelitian kualitatif.'* Perbedaannya adalah, program yang di telitih adalah BLT
Dana Desa dari Kementrian Desa bukan BST dari Kementrian Sosial.

Penelitian yang di tulis Hardiwidiansyah, judul “Dampak Bantuan Langsung
Tunai terhadap Kesejatraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng
Kabupaten Gowa” skripsi Program studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang dampak yang
terjadi akibat pelaksanaan BLT pada masyarakat di Desa Maccini Baji Kacamatan
Bajeng Kabupaten Gowa. Persamaan yang ada dalam penelitian ini terletak pada
metode pendekatan yakni sama-sama kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak
pada®? objek yang diteliti yakni antara BLT dan BST serta penelitian ini tidak
difokuskan di masa pandemi.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang
dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti untuk
menjawab permasalahan objek penelitian.

1. Pengendalian Intern
a. Pengertian pengendalian intern
Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 (2008:2) pasal 1 ayat 1 (1) yang
menegaskan bahwa: “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

“'Nindya Chyah Rosadi. “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa
Pandemi Covid-19 di prumahan Taman Chikandek, Jyanti Tanggerang”. (Skripsi”UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta), h.7.

2 Ardi Widiansya “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejatraan Masyarakat Desa
Maccini Baji Kacamatan Bajeng Kabupaten Gowa. (Skripsi UIN Alauddin Makassar. Makassar 2021).
h. 2
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organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mulyadi Pengertian Sistem pengendalian intern adalah meliputi
struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.*®

Pengertian pengendalian intern menurut Hery adalah seperangkat kebijakan
dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk
tindakan penyalagunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang
akurat, serta memastikan bahwa smua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang
serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh
seluruh karyawan perusahaan.™*

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi
struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang
digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik
perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi,
dan membantu mendorong dipatuhinya manajemen yang telah ditetepkan.

b. Tujuan pengendalian intern.

Tujuan sistem pengendalian intern menurut UU No.60 Tahun 2008
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang
memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelengaraan
pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BMulyadi, Sistem Akuntansi (Jakarta: Selemba Empat, 2013), h. 3.
“Hery, Pengantar Akuntansi ( Indonesia: Gramedia Widiasarana, 2015), h 159.
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Menurut Hery tujuan pengendalian intern tidak lain adalah:

1) Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimanan mestinya dan
hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk
kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian,
pengendalian intern diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat
terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan
penyalagunaan, yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan
perusahaan.

2) Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini
dilakukan dengan cara memperkecil resiko bai atas salah saji laporan keuangan
yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak di sengaja (kelalaian).

3) Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan

4) Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya suatu
pengendalian intern adalah untuk memperkecil terjadinya kesalahan atau
penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi.™
Sedangkan menurut Mulyadi tujuan dari sistem pengendalian intern yaitu:

1) Melindungi harta milik perusahaan

2) Memeriksa kecermatan dan kehandalan data akuntansi

3) Meningkatkan efisiensi usaha

4) Mendorong ditaatinya kebijakan yang telah digariskan.

c. Unsur-unsur Pengendalian Intern
Unsur-unsur yang membentuk suatu pengendalian intern merupakan kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur yang berhubungan, yang diciptakan guna

Hery, Pengantar Akuntansi ( Indonesia: Gramedia Widiasarana, 2015), h 160.
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membentuk suatu pengendalian intern yang memadai. Untuk dapat memberikan

keyakinan bahwa tujuan Pemerintah Daerah dapat tercapai dengan baik maka

pengendalian intern harus memiliki unsur-unsur yang memadai yang didesain

sedemikian rupa untuk mendukungnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian

Intern Pemerintahan terdiri dari lima unsur, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Lingkungan pengendalian, adalah kondisi dalam intasi pemerintah yang dapat
membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian dalam
intansi untuk menjalankan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga
dapat meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern.

Penilaian resiko adalah kegiatan penilian atas kemungkinan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran intansi pemerintah yang meliputi
kegiatan identifikasi, analisis dan mengelola resiko yang relevan bagi proses atau
kegiatan instansi

Prosedur pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko
serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan
bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif.

Informasi dan Komunikasi, dalam hal ini informasi adalah data yang telah diolah
yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam rangka penyelengaraan
tugas fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses
penyampaian pesan atau inforamsi dengan mengunakan simbol atau lambang
tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan

balik.
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5) Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern
dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi
lainnya segera ditindak lanjuti.™®

2. Bantuan sosial tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan
kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang terkena
dampak Covid-19, yang belum pernah menerima Bansos reguler, yakni Program
keluarga harapan (PKH) dan Program sembako (https://kemensos.go.id, diakses pada
tanggal 01 februari 2022). Tujuan dari program bantuan ini adalah guna menjaga
daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19.Adapun pandangan Islam terhadap

kepercayaan dimana disebutkan dalam surat Al-Qashash :

T2 J_: > L . a9 3%, <o
0 e el

Terjemahnya:
Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah

gléa;nlg yang memiliki kemampuan dan terpercaya”(QS. Al-Qashash Ayat

Program BST dilaksanakan di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, (meliputi Kacamatan Cibinong,
Kacamatan Gunung putri, Kacamatan Klapanunggal, Kacamatan BodongGede,
Kacamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang,
Kota Tangerang Selatan, serta kota Bekasi. Pengecualian beberapa Kota/Kabupaten
diatas kerena lokasi tersebut sudah diberikan Bantuan Sosial Sembako oleh

Direktorat Jendral Perlindugan dan Jaminan Sosial.

®Mulyadi, Sistem Akuntansi (Jakarta: Selemba Empat, 2013), h 160.
"Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-gashash, 2012), h. 388


https://kemensos.go.id/
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Adapun regulasi mengenai Program BST , diatur dalam Keputusan Mensos
No. 54/HUK/2020. Tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan
Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19.'8
C. Tinjauan Konseptual
1. Pengendalian intern

Adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan
untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi, mendorong efisien dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan sosial tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga
miskij, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19). Besaran Bantuan Sosial Tunai adalah senilai
Rp.600.000,-/keluaraga/bulan. Bantuan Sosial Tunai ini merupakan program jaringan
pengaman sosial kementrian sosial yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan
rentan miskin yang terdampak Covid-19. Program ini merupakan bantuan penugasan
khusus presiden. Bantuan Sosial untuk wilayah jabodetabek diberikan dalam bentuk
sembako. Pemberian bantuan BST, tidak termasuk penerima bantuan Program

keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, dan kartu pra kerja.

8K eputusan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang
meninjau dan bagaimana dengan cara seseorang menghampiri persoala tersebut
sesuai dengan disiplin ilmunya.™ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya mendapatkan
pemahaman secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dan bukan
mendeskripsikan sebagai permukaan dari suatu realitas.” Serta menurut Denzim dan
Licion bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengunakan latar ilmiah,
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan
berbagai metode yang ada.*

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman
secara mendalam terkait masalah yang diteliti secara keseluruhan dan melibatkan
beberapa metode dalam proses penelitiannya . penelitian mengunakan pendekatan
penelitian kualitatif agar dapat memahami fenomena yang menjadi subjek penelitian
dan memaparkan informasi dari hasil pengelolahan datanya dalam bentuk deskriftif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu

penelitian yang dilakukan dengan sistematis mengunakan data-data yang diperolehdi

“Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997),
h. 42.

“|mam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: Bumi Aksara,
2015), h. 85.

' Djama’an Satori dan Aan Komaria, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,
2017), h. 24.

23
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lapangan.?* Seluruh data di ambil dalam proses pencarian data di lapangan di Kantor
kelurahan ujung baru kota parepare data tersebut data yang berhubungan dengan
subjek yang di teliti yaitu Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai Di
Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare.
1.  Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk
memperoleh pemecahan masalah dari penelitian yang berlangsung.? Penelitian ini
akan dilakukan di Kantor Kelurahan Ujung baru Kota Parepare yang beralamat di
JI.H Jamil Ismail Lorong Keadilan NO. 1 Kota Parepare
Penelitian ini akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan, penelitian dilakukan
setelah peneliti melakukan seminar proposal
2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pembatasan studi kualitatif sekaligus membatasi
penelitian guna memilih mana data yang relevan. Pembatasan ini dimaksudkan agar
peneliti dapat memilih data yang ada dilapangan berdasarkan urgensinya dan juga
kebaruan informasi yang didapat mengingat banyakanya data yang kemungkinan
diperoleh di lapangan.

Adapun fokus penelitian ini vyaitu penelitian difokuskan pada sistem
pengendalian internal masyaratakat terdampak yang layak menerima Bantuan Sosial
Tunai (BST). Peneliti akan mengkaji tentang bagaimana sistem pengendalian intern

terhadap penerima bantuan sosial di Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare.

225yharismi Arikunto, Dasar-dasar Research (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58.
23ukardi, Metodelogi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT . Bumi Aksara,
2008), h. 53.
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3. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala informasi yang diolah dalam suatu kegiatan penelitian,
sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Data adalah
sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan.?*

Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu
sumber data primer dan sumber data skunder, demikian juga dengan jenis data pada
penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

a. Data primer merupakan data yang telah diperoleh langsung dari subjek
penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data primer dengan
mengunakan instrumen penelitian yang telah diteteapkan, data primer ini lebih
akurat karena diperoleh langsung dari sumber pertama yang merupakan
subjek penelitian sehingga menjadikan data primer ini lebih terperinci. Dalam
penelitian data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumbernya

b. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk karena
telah diolah oleh pihak lain data skunder ini biasanya dalam bentuk publikasi.
Sumber data skunder ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang
sudah diolah sehingga siap digunakan, data dalam bentuk statistik biasanya
tersediah pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta
atau pihak lain yang berhubungan dengan pengunaan data.? Dalam penelitian
ini data skunder diperoleh dari lembaga yang menjadi subjek penelitian
seperti data yang ada di kantor kelurahan ujung baru Kota Parepare, dokumen,

arsip, dan juga data dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

*Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan
Menulis Tesis? (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 124.
»Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.
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B. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan instrumen penting yang dapat mempengaruhi
kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai
sumber, setting, dan berbagai cara.?® Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam
penelitian digunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:
1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan sistematis terkait
fenomena yang akan diteliti. Dalam teknik observasi, teknik ini dilakukan dengan
cara melakukan pengamatan langsung.”’ Observasi merupakan teknik yang memiliki
ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sustrisno Hadi
mengemukakan bahwa, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses
yang tersusun dari berbagai proses biologis dan pisikologis. Teknik pengumpulan
data dengan observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan prilaku manusia,
proses kerja, gejalah-gejalah alam dan bila subjek pengamatan tidak terlalu besar.?®

2. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan untuk
memperoleh informasi tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah
pihak yaitu pihak pewawancara yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak
yang diwawancarai  yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan
pewawancara.”Wawancara merupakan suatu bentuk teknik pengumpulan data yang

banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif.

26gygiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitiatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2013), h. 137

"Suharisimi Akrikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Politik (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), h. 83

283ugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, h. 145

PLexy J Moeleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya), h. 186.
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Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
agar dapat menemukan permasalahan Ayang akan diteliti serta saat peneliti ingin
meneliti subjek penelitian secara mendalam dengan responden yang sedikit.*

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi
terstruktur adalah wawancara yang garis besar pertanyaannya telah disusun oleh
peneliti dan memungkinkan adanya pertanyaan baru yang muncul karena jawaban
yang diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber
adalah Kepala Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare dan para pegawai yang
bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari pengunaan metode observasi
dan wawancara dalam penelitian kualitatif. ** Dokumentasi merupakan teknik
pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun
melalui dokumen.®* Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini merupakan
sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber

tertulis, dokumen, dan gambar (foto).

C. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolhan data merupakan metode digunkan untuk menganalisis data
yang diperoleh dilapangan dengan menguraikan data dan menjadikannya data yang
sistematis akurat dan muda dipahami dan relevan dengan subjek penelitian. Adapun

tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

*Nana Syaodih Sukmadinta, Metode Penelitian, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetb IlI,
2007), h. 216.

$1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D h. 240.

%2M. Igbal Sukmadinata, Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghia Indonesia,
2002),h. 87.
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1. Pemeriksaan data (Edditing)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang telah diperoleh,
misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data
dan relevansinya data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan
peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.®

2. Klasifikasi (Classifying)

Tahap Klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah
diperoleh baik data yang diperoleh dari hadil pengamatan, wawancara maupun data
hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudiaan dibaca dan ditelaah
secara mendalam, dan kemudian digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai
kebutuhan.® Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah
dipahami serta data yang diperoleh mudah dipelajari, dan dibandingkan antaraa data
sutu dengan data yang lain.

3. Verivikasi (Classifying)

Verivikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh
di lapangan agar validasi data dapat diakui dan dapat digunakan dalam
penelitian. % Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri
selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada
subjek penelitian untuk menjamin bahwa data sebelumnya yaitu pemeriksaan data,

klasifikasi, verifikasi, dam kesimpulan.

% Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksaara, 2005),
h. 85.

**Lexy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993),
h. 105.

*Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung:
Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84



29

4. Kesimpulan (concluding)
Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data, dalam peneitian ini
penelitian membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh data yang
disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu

pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

D. Uji keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat
dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan
apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, jadi uji multi keabsahan data
dalam penelitian kualitatfi meliputi uji creadibility, transferability, depanabilty, dan
confirmability.*

1. Kepercayaan (creadibility)

Uji kepercayaan atau uji kereadibilitas dilakukan untuk membuktikan data
yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik
untuk mencapai kreadibilitas yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti
kembali lagi ke lapangan untuk melakukan wawancara ulang dengan
narasumber dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumbeer semkain
terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga imformasi yang
dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran
dalam penelitian yang dilakukan.

2. Peningkatan ketekutan dalam penelitian, meningkatakan ketekunan berarti

peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan

%83ugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, h. 269
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dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh
secara sistematis dan akurat.

3. Triangulasi, triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara
dan waktu.

4. Hasil diskusi dengan teman dan membercheck, membercheck adalah proses
pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan
membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh
sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.*’

2. Uji Transferability
Transferabilty merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif.

Validasi eksternal menunjukan derajat ketepatan. Nilai transfer ini berkenan dengan
pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam
situasi lain, suapaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka penelitian
dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis,
dan dapat dipercaya.*®

3. Uji Depenabilility (Reabilitas)

Dalam penelitian kealitatif, uji depenabilty atau disebut juga reliabilitas. Suatu
penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangiproses penelitian
tersebut uji depenabilty dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan

proses penelitian.*

¥’Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D h. 178.
*83ugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D h. 276.
¥93ugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, h. 277
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4. Uji Confirmability
Uji Confirmabilty dalam penelitian kualitatif disebut uji obyektivitas
penelitian. Penelitian dikatan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh
banyak orang. Uji komfirmabilty mirip dengan uji depenabilty, sehingga
pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilty berarti

menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.*°

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan (Description) seta penyusunan data dan
imformasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat
menyempurnakan  pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian
menayajiakannya kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan
dan diperoleh di lapangan.**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriftif,
tujuan dari analisis ini yaitu mengambarkan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan setelah data-data yang
diperlukan dalam penelitian telah terkumpul seluruhnya. Dalam proses analsis
penelitian ini peneliti mengunakan langkah-langkah analisis yang dikembangkan oleh

Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:*

““Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D h. 277

*Sudarman Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Persentasi dan
Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Illmu-llmu Sosial,
Pendidikan, dan Humsniora (Bandung: Pustaka Setia. 2012), h. 37.

“2Miles, Matthew B., “ Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode
Baru/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman, penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”, (Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia 1992, h. 15.
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1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulakan data di lokasi penelitian dengan
mengunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan
mengunakan metode pengolahan data sesuai dengan intrumen yang telah dipilih oleh
peneliti untuk menentukan fokus dan pendalaman pada proses penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mengolongkan, mengarahkan,
mengorganisasikan, menghapus yang tidak diperlukan serta mengolah data
sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan dan verifikasi akhir.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data dengan mengelompokan data

yang telah direduksi ini dilakukan dengan mengunakan label dan semacamnya.*
4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang paling akhir yang
dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.** Pengumpulan data pada
tahap awal menghasilkan kesimpulan sementaraa yang masih memerlukan verifikasi
yang dapat menguatkan ksimpulan atau bahkan dapat menghasilkan kesimpulan baru,
kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang
telah dirumuskan, kesimpulan dapat berkembang sewaktu-waktu sesuai dengan fakta

yang terjadi dilapangan.

“1mron Rosidi, Kary Tulis llmiah, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h. 26.
“Imron Rosidi, Karya Tulis IImiah, h. 26.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengunakan observasi, wawancara, dan dokumen untuk
mengumpulkan informasi untuk penelitian tentang Sistem pengendalian intern
bantuan sosial tunai di kelurahan ujung baru kota parepare, format penulis hasil
penelitian merujuk pada rumusan masala. Temuan penelitian dijelaskan di bawah ini
tergantung pada topik penelitian dan masalah yang diteliti.

Berikut paparan hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian dan rumusan

masalah yang diteliti.

A. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di kelurahan ujung
baru kota parepare

Selama pandemi ini berlangsung telah memberikan dampak buruk bagi
prokonomian di karenakan juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat, daya beli
masyarakat menurun dan kebijakan yang pemerintah keluarkan yaitu PPKM/PSBB
menyebabkan kegiatan masyarakat terbatasi, namun kebijakan tersebut semata mata
hanya untuk melindungi masyarakat agar tidak terjangkin Covid-19 dan juga
memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut

Pemerintah mengeluarkan kebijkan melalui surat edaran PPKM pada 6 juli
2021 Nomor surat 060/44/GT.Covid19 tentang perpanjangan perlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Di Kota Parepare dengan adanya kebijakan yang di keluarkan oleh
pemerintah kota Parepare yang memberikan dampak yang baik untuk menghentikan
penyebaran virus COVID-19 dan juga menjaga masyarakat agar tidak terkena virus

tersebut namun kebijakan dan dampak dari pandemi memberikan dampak yang
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sangat kurang baik bagi masyarakat khusunya pada masyarakat kalangan kurang
mampu. Seluruh aktifitas prokonomian mengalahmi penurunan yang signifikan terus
menerus sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik.

Upaya meningkatkan kesejatraan masyarakat yang ada di kota parepare pada
sasaran sektor prekonomian mengalami kendala karena adanya pandemi Covid-19
dan aturan pemerintah yang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) di indonesia terutama di kota parepare. Kebijakan PPKM memberikan
dampak yang baik untuk pencegahan penyebaran Covid-19, tapi berdampak kurang
baik bagi masyarakat. melalui program Bantuan Sosial Tunai pemerintahan
mengharapkan dapat memberikan dampak yang baik pada sektor prekonomian
masyarakat.

Menanggapi hal ini pemerintah berupaya melakuakn program pemulihan bagi
masyarakat terdampak pandemi yang mengalami penurunan pendapatan khususnya
bagi masyarakat yang kurang mampu. Menanggapi hal ini Kementrian Dinas Sosial
mengeluarkan sebuah program pemberdayaan bagi masyarakat terdampak pandemi,
program tersebut merupakan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam penyaluran
Bantuan Sosial Tunai Kementrian dinas sosial mengamanahkan kepada setiap
pemerintah daerah khususnya pada kelurahan ujung baru kota parepare yang berperan
memberikan pelayanan publik dalam pelaksanaan program BST dari hasil observasi
dan wawancara yang di lakukan peneliti mencoba mengambarkan seperti apa proses
pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai di kelurahan ujung baru kota parepare.

1. Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan kegiatan yang menggerakan orang-orang

untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan secara efektif dan
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efesien.Pergerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang-

orang lain suka dan dapat bekerja.

Adapula beberapa pelaksanaan menurut para ahli:

a.

Hersey dan Blancard mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan
untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengerahkan
dorongan-dorongan yang ada dalam diri kepada kegiatan-kegiatan untuk
menccapai tujuan yang ditentukan™®.

Georgri R Terry pelaksanaan sebagai usaha untuk mengerakan anggota
kelompok dengan berbagai cara sehigga berkeinginan dan berusaha untuk
mencapai Sasaran-sasaran yang bersangkutan sehingga tergerak untuk

mencapai sasaran itu®.

Sebagai pihak pelaksanaan pelayanan publik kelurahan menerapkan fungsi-fungsi

pelaksanaan:

a.

Untuk mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi
pengikut

Melunakan daya resistensi pada sesorang atau orang-orang

Untuk membuat sesorang atau orang-orang suka untuk mengerjakan tugas
dengan baik

Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk Kkesetian,
kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat

mereka bekerja.

%> Nana Sudjana, Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Falah Production2004), him. 115
**Georgi R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Askara, 2014), him.17
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e.  Untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang-orang
terhadap tuhannya, negara, serta tugas yang diembannya®’
2. Sosialisai
Sosialisai merupakan suatu upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga
menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. sosialisai Bantuan
Sosial Tunai(BST) merupakan proses atau usaha untuk menyebarluaskan
informasi tentang Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat supaya
masyarakat bisa lebih tahu dan mengenal tentang peran Kelurahan. Kelurahan
melakukan sosialisasi berdasarkan kebutuhannya.

sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suriyana S. SOS. :

“Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan tatapmuka yang sesuai
dengan protokol kesehatan. Pada sosialisasi tatapmuka juga
dilaksanakan sesuai dengan permintaan dari lurah sosialisasi ini
dilakukan untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dan
berhak menerima bantuan sosial tunai*®

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sosialisasi
dilakukan semata mata hanya untuk mendeteksi masyarakat yang terdampak
pandemi dan memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait syarat
peneriman Bantuan Sosial Tunai dan memberi arahan sesuai dengan protokol
administrasi Bantuan Sosial Tunai yang telah di tetapkan oleh pihak
kelurahan ujung baru kota parepare sebagaimana yang telah disebutkan pada
latar belakang masalah yaitu pemerintah daerah sebagai penyelengaran
pelayanan publik. Sebagaimanan yang telah diatur dalam undang-undang

NO.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

*'Georgi R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), him. 17
*8Suryana S.SOS, penanggung Jawab Bantuan Sosial Tunai, Wawancara di Kantor Kelurahan
Ujung Baru Kots Parepare, 09 Oktober 2022
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3. Pendataan

Pendataan yang merupakan proses pencatatan yang benar dan juga nyata
pihak kelurahan melakukan pendataan masyarakat terdampak yang
mengalami penurunan pendapatan dan termasuk dalam kategori masyarakat
yang kurang mampu, dengan menangapi informasi dari RT/RW sebagai pihak
yang memahasi situasi dan kondisi dari masyarakat sesuai dengan hasil

wawancara dengan Ibu Suryana S. SOS;:

“merespon usulan yang ada krna RT/RW yang merupakan instrumen
pemerintahan yang paling dekat dan paling sering berbaur dengan
masyarakat kami memalui informasi yang di sampaikan kami merspon
dengan mendatangi calon penerima dan melakukan pendataan sesuai
dengan aturan yang ada*®”

Dari hasil wawancara tersebut pihak keluarahan yang melakukan pendataan
dengan merespon informasi mengenai warga yang ada dan kemudia
melakukan pendataan tentunya sekaligus melakukan survei apakah kondisi
dari calon penerima tersebut sudah sesuai dengan informasi yang ada lalu
kemudia melalukan pendataan bagi masyarakat terbut yang sesuai dengan
kondisi calon penerima dan untuk mencegah adanya kecurangan yang terjadi
pihak pendataan dari kelurahan akan menyampaikan informasi kepada
RT/RW dan menkomfirmasi persetujuan tentang warga yang telah di tetapkan
sebagai calon penerima agar pendataan tersebut bersifat transparan sehingga
dapat menanggulangi terjadinya sebuah kecurangan yang ada dalam proses

pendataan.

% Suryana S.SOS, penanggung Jawab Bantuan Sosial Tunai, Wawancara di Kantor
Kelurahan Ujung Baru Kots Parepare, 09 Oktober 2022
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4. Penetapan

Penetapan merupakan proses penentuan calon penerima bantuan sosial
kelurahan mempertimbangkan dan mengevaluasi calon penerima dengan
memastikan penerima mengalami penurunan pendapatan dan juga tidak
terdaftar pada jenis program bantuan lainnya. Sesuai dengan wawancara yang

di lakukang dengan ibu Saniwati sebagai ketua RT9:

“penetapan dilakukan kelurahan dengan mempertimbangan usulan dari
RT/RW krna kami yang paham betul mengenai situasi warga yang
ada, warga pertamakali menyampaikan keluhan memaluai RT
kemudia kami sampaikanlah usulan warga kami yang membutuhkan
bantuan dari pemerintah yang kemudia usulan tersebut akan di proses
oleh pihak kelurahan yang bertanggung jawab mengenai program
bantuan tersebut dan melakukan survei ulang untuk memastikan layak
tidaknya calon penerima bantuan tersebut di tetapkan sebagai warga
yang berhak menerima bantuan®

Dari hasil wawancara tersebut pihak kelurahaan sebagai yang bertanggung
jawab dalam proses penyaluran program bantuan tetap melakukan evaluasi
ulang dari usulan RT/RW yang ada hal ini di lakukan untuk mengurangi
resiko terjadinya kecurangan dalam proses penetapan penerimaan Bantuan
Sosial tunai pihak kelurahan terus mempertimbangkan resiko yang ada
kemudia melakukan tindakan pencegahan guna menyukseskan program
bantuan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
5. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses agar tujuan organisasi dan manajemen bisa

tercapai. Cara agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah

direncanakan agar sesuai degan tujuan dan prinsip-prinsip yang telah di

*Sanawati Ketua RT9, Wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 09
Oktober 2022
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gariskan. Dalam suatu kebijakan perlu dilakukan pengawasan agar

pelaksanaannya dapat terkontrol dan mengurangi tingkat resistensi.

Pihak kelurahan mengawasi tiap tahap dalam proses penyalurahn bantuan
sosial BST mulai dari pendataan sempai proses penyaluran/penerimaan

Bantuan Sosial Tunai®’. Wawancara dengan Ibu Suryana, S. SOS

“tentu kami melakukan pengawasan baik dari segi pendataan,
sosialiasi, hinggan penyaluran hal ini guna menangulangi agar tidak
terjadinya kecurangan dan bagi calon penerima bantuan kami juga ruti
melakukan komunikasi dengan mereka dan memberikan berbagai
edukasi serta pemahaman terkain Bantuan Sosial Tunai hal ini di
lakukan agar dapat berjalan lancar sesuai dengan yang di harapkan”

Dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) penyaluran
BST yang berlokasi di Kantor Pos Kota parepare di JI. Karaeng Burane No.1

Mallusetasi Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111.

Setelah sosialisasi yang di lakukan yang bertujuan memberi
pemahaman dan juga edukasi kepada masyarakat penerima bantuan dan
memberikan arahan yang sesuai dengan prosedur yang kemudian di arahkan
ke Kantor Pos kota parepare pihak kelurahan juga melakukan pengawasan
sekaligus pengawalan bagi masyarakat penerima BST dan melakukan

dokumentasi. Wawancara dengan Ibu Suryana S. SOS®

“hal ini bertujuan agar selama proses penerimaan berjalan lancar dan
juga kami sebagai pihak pendataan bertangung jawab agar masyarakat
yang terdata layak meneri bantuan sampai ketangan mereka dan
meriupakan tanggung jawab agar bantuan yang di berika sampai tepat
ke tangan mereka karna itulah sangat penting melakukan pengawan
dan pendataan serta dokumentasi dan juga komunikasi yang di

>t Agustiono Tachjan, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung:Alfabeta, 2006), h. 31
%2Syryana S.SOS, penanggung Jawab Bantuan Sosial Tunai, Wawancara di Kantor Kelurahan
Ujung Baru Kots Parepare, 09 Oktober 2022
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lakukang dengan penerima sebaga acuan tepat atau tidaknya sasaran
penerimaan bantuan sosial tunai.”

Hasil wawancara Kelurahan menyebarkan informasi mengenai adanya
program bantuan BST melalui sosialisasi yang dilakukan dan bekerja sama dengan
RT/RW untuk memberikan informasi kepada para masyarakat yang berhak
mendapatkan bantuan

Peroses penyaluran bantuan, pemerintah juga bekerjasama dengan Kantor Pos
kota Parepare dimana kantor Pos nantinya bertugas untuk menyalurkan langsung ke
calon penerima yang memenuhi syarat yang telah di tetapkan dengan di dampingi
oleh pihak dari kelurahan yang dilakukan dengan beberapa yang terlibat dalam proses
penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan observasi di lapangan dapat di simpulkan
bahwa dari yang peneliti wawancarai sudah mengambarkan proses penyaluran yang
sesuai dengan ketentuan yang ada dan memiliki keadilan. Keadilan yang merupakan
pondasi dasar dalam penyalurahn program bantuan dilaksanakan dengan memelihara
hakikat keadilan, tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan
pengambilan kesempatan pada saat pihak lain sedang kesempitan. Hakikat ini juga
berarti bahwa hasil yang diperolah harus berimbang dengan pekerjaan yang
dilakuakan®. Sehingga tidak menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh
pihak lain.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah ini, dapat dilihat bahwa
sebagai penyedia pelayanan publik kelurahan ujung baru di kota Parepare
berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kelurahan ujung
baru melakukan berbagai macam model pelayanan publik agar pembagian dan

kegiatan pemberdayaan tersebut merata kepada masyarakat kurang mampu yang

*Neneng Nurhasanah. Mudharabah dalam teori dan praktik. H. 18.



41

tedampak pandemi yang berhak menerima bantuan, sehingga dalam hal ini upaya
yang dilakukan dalam pembeerdayaan bisa dibilang adil sehingga tidak bertentangan
dengan perspektif ekonomi islam.

Kelurahan tetap bertanggung jawab sebagai pihak yang mengatur dan
menjaga data penerima bantuan yang layak, hal ini demi menjaga stabilitas
prekonomian dengan melakukan berbagai bentuk pemberdayaan.

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga
bertanggung jawab dapat dapat di kelompokkan dalam dua hal yang pertama
merupakan, tanggung jawab individu terdapat dirinya pribadi. Dia harus bertanggung
jawab terhadap akal(pikiran) nya, ilmu, raga, harta, waktu dan kehidupannya secara

umum.

B. Bagaimana sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai (BST) di
kelurahan ujung baru kota parepare

Sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai kelurahan ujung baru kota
parepare dalam penyaluran program BST mengunakan dua data yang pertama
merupakan data langsung dari Kementrian dinas sosial. merupakan data warga tidak
mampu yang telah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai penerima. Sebagaimana

hasil wawancara dan pernyataan dari ibu suryana

“Bantuan ada banyak salah satunya BST yang berupah uang tunai yang
merupakan bantuan yang terdata langsung dari pusat kementrian sosial
dan untuk selebihnya di berikan ke kelurahan memsukan data-data warga
yang kami usulkan untuk menerima bantuan BST”

Berdasarkan wawancara dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa
dalam Data yang kedua merupakan usulan dari pihak kelurahan yang diberikan

langsung amanah oleh kementrian Dinas sosial untuk mendeteksi masyarakat yang
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terdampak pandemi Covid-19 dan masyaarakat tidak mampu yang belum perna
tersentu program bantuan seperti program bantuan BLT, PKH dan BPNT. agar tidak
terjadi adanya data yang tumpang tindih dan penumpukan penerima bantuan. Hal ini
dilakukan untuk mengurangi dampak pandemi khususnya pada sektor prekonomian
di Indonesia.

Sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai di Kantor kelurahan ujung
baru kota parepare dalam melakukan penentuan target penerima bantuan
memperhatikan berbagai faktor penilaian seperti

a) Jenis pekerjaan

b) Jumlah pendapatan perbulan

c) Mengalami penurunan pendapatan
d) Tidak terdaftar program bantuan lain

Adapun faktor yang yang mempengaruhi penetapan target Bantuan Sosial
Tunai (BST) yaitu realisasi pendapatan dan potensi pendapatan masyarakat. Untuk
mendukung sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai di kelurahan ujung baru
kota parepare Data yang bersumber dari kelurahan yang melakukan proses pendataan
ulang bagi masyarakat yang belum perna tersentuh program bantuan pemerintah.

Data laporan dapat dilihat sebagai berikut:

NO NAMA ALAMAT NOMOR BARKOT BESAR
UANG
1 | MWALIAMRI | JL. AMAKKASAU NO 164 BST73720044021000011 600.000
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TAUFIKSY AWA

2 | LADHA JL. AMAKKASAU TIMUR | BST73720091127506031 | 600.000

3 | YOSEPKALUA | JL. AMAKKASAU TIMUR | BST73720312031000011 | 600.000

4 | INDRAWATI JL A MAKKASAU TIMUR | BST73722034107800001 | 600.000

LR KEADILAN

5 | ABD GANING JL. A MAKKASAU TIMUR | BST73720238117601425 | 600.000

6 | AMRULLAH JL. A MAKKASAU TIMUR | BST73710323087000321 | 600.000

7 | BAHARUDDIN | JL. AMAKASSAU TIMUR | BST737203200850005/1 | 600.000
HAMID

8 | BUNATI JL. A MAKKASAU TIMUR | BST73720371125801351 | 600.000
FARID

9 | IRWANDI JL. AMAKKASAU TIMUR | BST73720373008800011 | 600.000

10 | I DALLE JL. AMAKKASAU TIMUR | BST73720542087100011 | 600.000
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11 | MURSIDIN JL. AMAKKASAU TIMUR | BST73730904094400021 | 600.000

12 | RAHMA SABAN | JL. A MAKKASAU TIMUR | BST70720326097400041 | 600.000

13 | RATNADEWID |JL. A MAKKASAU TIMUR | BST73720347077900091 | 600.000

14 | SUANTING JL. A MAKKASAU TIMUR | BST73720086075200021 | 600.000
SUMARNI LR MASPUL

15 | SURYANI JL. A MAKKASAU TIMUR | BST73720571128001271 | 600.000
LR MASPUL

16 | NAHRIA JL. ASINTA BST73720071108400011 | 600.000

17 | EMMY JL.ASINTANOG A BST73720351029400021 | 600.000

NURJIHAT
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18 | AMALIA AMRI |JL. ASINTA SELATAN BST73720349098500031 | 600.000
YASIR

19 | AL JIBRAN JL. ANDI SINTA SELATAN | BST73720311118300081 | 600.000

20 JL. MU ARSYAD NO 6 A BST73720329058000021 | 600.000
MUH YUSUF

21 | TANTI JL. AMAKKASAU TIMUR | BST73715048507630031 600.000

Table di atas data menunjukkan masyarakat yang terdaftar sebagai masyarakat

tidak mampu yang tidak terdaftar jenis program bantuan lain. peneriama program

bantuan sosial dengan nominal Rp. 600.000/bulan dengan bantuan dana yang

diberikan kementrian dinas sosial yang telah terdata di kelurahan setelah melakukan

wawancara dengan ibu gustiawati. SE:

“Untuk proses pendataan program bantuan ini kami melakukan proses
pengecekan ulang data masyarakat ujung baru yang tergolong tidak
mampu dan belum perna tersentuh bantuan sosial lainnya. Dan ada juga
data usulan dari RT/RW yang paham betul kondisi warganya siapa saja
yang layak bisa diusulkan sebagai penerima karna tidak bisa di pungkiri
keadaan status sosial masyarakat berubah ubah sebagai pihak kelurahan
sangat terbantu pula dengan usulan yang diberikan oleh RT/RW terkait
kondisi masyarakat dan juga untuk memperkuat layak tidak juga
melakukan survei kepada warga usulan yang di berikan RT/RW untuk
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memperjelas latar belakangnya Ial4u diberikan pemahaman terkait jenis
bantuan yang akan mereka terima’™”

dalam data table di atas juga di jalankan menggunakan prinsip akuntansi syariah
dalam pendataannya yaitu :

a. Prinsip pertanggung jawaban dalam hal ini kelurahan menerapkan dengan
melakukan pertanggung jawaban berupa laporan penerimaan bantuan yang
akan di jadikan arsip pertanggung jawaban. Setiap penerima bantuan
sosial dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan
target penerima dan realisasinya

b. Prinsip keadilan dimana kelurahan ujung baru menerapkan prinsip ini
dalam melakukan penerimaan bantuan sosial tunai berupa pencatatan yang
dilakukan secara adil sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi

c. Prinsip kebenaran diterapkan di kelurahan ujung baru di lihat saat pihak
kelurahan secara rutin melakukan survei kepada penerima yang terdata
agar terhindar dari kecurangan.

Hasil di atas kita dapat mengetahui bahwa pemerintah memberikan syarat
syarat tertentu agar bantuan di salurkan dengan tepat ke orang yang memang
membutuhkan bantuan tersebut, dimana pemerintah memberikan bantuan kepada
warga negara Indonesia(WNI) dan berdomisili di parepare, memiliki KTP
sehingga dengan begitu bantuan pemerintah lebih terarah dan adil. Dan berikut

data usulan warga dari RT/RW:

*Gustiawati S.E , Kasi Kesejatraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Baru
Kota Parepare, 10 Oktober 2022
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NO NAMA ALAMAT PEKERJAAN RW
1 RAHMA JL. BELIBIS IRT RW 6
2 A ATIWARDA JL. JEND .A YANI BURU CUCI RW 6
3

AHMAD JL. BELIBIS BURUH LEPAS RW 6
4
SURIANTI NURDIN JL. BELIBIS IRT RW 6
5 AMRULLAH JL. A MAKKASAU TUKANG OJEK RW 7
TIMUR
6 RATNA DEWI JL. A MAKKASAU IRT RW 7
TIMUR
7 MUHAMMAD JL. ABU BAKAR WIRASUASTA RW 8

ASRUL

LAMBOGO
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JL. ABUBAKAR
ISANANG LAMBOGO LORONG WIRAUSAHA RW 8

MASPUL

Table di atas menjelaskan bahwa kelurahan ujung baru kota parepare berhasil
merealisasikan pendataan bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19.
a.  Lingkungan pengendalian

Lingkungan pegendalian merupakan salah satu undur dari sistem penegndalian
intern yang berfokus pada bagimana suatu lingkungan pengendalian yang ada pada
perusahaan atau dinas pemerintah mengatur integritas dan etika, komunikasi sesuai
dengan kesesuaian posisi pegawai dengan kompetensi yang dipunyai, dan juga
pembilnaan sumber daya manusia yang ada.
1)  Penegakan nilai integritas dan etika

Kedisiplinan merupakan salah satu contoh penerapan nilai integritas danetika
yang di terapkan agar penerimaan BST berjalan dengan baik dan juga efektif. Sesuai

dengan wawancara dengan salah satu narasumber ibu gustiawati S.E :
“salah satu upaya pimpinan dalam yaitu dengan melaksanakan interaksi

yang baik dengan pimpinan yang mewajibkan pegawai tepat waktu sesuali
dengan sif kerja masing-masing begitupula dengan bagian lapangan”
2) Pembentukan struktur organisasi
Struktur organisasi yang digunakan kelurahan ujung baru kota parepare
berpedoman pada praturan daerah walikota parepare Nomor 35 Tahun 2019 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas serta fungsi tata kerja Sekretariat daerah.
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Fungsi dalam melakukan penyusunan wewenang serta tanggung jawab yang
dilampirkan dalam struktur organisasi yang digunakan mengacuh pada struktur
organisasi garis dan staf yang terstruktur yang merupakan struktur organisasi
pemberian tugas dan wewenang memalui pimpinan yang di teruskan kepada
sekertariat dan kepada sub bidang masing-masing. Yang sesuai dengan teori V.
Wiratha Sujarweni bahwa struktur organisasi baik adalah struktur organisasi yang
dapat memisahkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas sehingga tidak terjadi
kecurangan seperti rangkap jabatan.

3) Wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pembagian tugas penyaluran BST kelurahan ujung baru kota parepare
memebrikan tugas yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan
tugasnya yang sesuai sehingga wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian
nampak dengan jelas.

4) Peran pengawasan intern yang efektif

Peran pengawwasan yang pengendalian intern yang efektif dimana kelurahan
ujung baru secara terus menerus menerapkan sistem monitoring atau pengawwasan
berkala oleh pimpinan dan juga bawahannya yang kemudia dilakukan review dan
koreksi terhadap laporan apa bila terjadi kesalahan laporan penerimaan bantuan sosial
tunai dan realisasi dilakukuan selama tahap penyaluran bantuan sosial tunai seseuai

dengan wawancara yang di lakukang dengan ibu suryana S.SOS
“Dalam pengawasan internal ibu lura melakukan pengawasan serta evaluasi
terhadap penerimaan banglsjan sosial tunai dan realisasinya di lakukan tiap
tahap penerimaan bantuan™”

*Suryana S.SOS, penanggung Jawab Bantuan Sosial Tunai, Wawancara di Kantor Kelurahan
Ujung Baru Kots Parepare, 10 Oktober 2022
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b. Penilaian resiko

Penilaian resiko merupakan penilaian yang dilakukan berdasarkan resiko yang
benar-benar ada dalam sebuah perusahaan maupun badan dinas negara. Agar dapat
benar-benar mengetahui resiko yang perlu dilakukan penilaian resiko terhadap
manajemen.

Penilaian resiko yang dilakukan oleh kelurahan uujung baru kota parepare
mengacuh pada tepat sasarannya penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST)
dimana adanya strategi yang ditetapkan untuk menghadapi resiko yang ada.
Kelurahan ujung baru kota parepare mempelajari dan menemukan solusi agar tidak
terjadinya resiko yang tidak di inginkan dengan melakukan mencari sumber penyebab
adanya resiko salah data dengan mengidentifikasi resiko maka dapat pula diketahui
seberapa besar dampak yang di timbulkan telah di atursangsinya adapun tindakan
yang dilakukan sebagai upaya atau pencegahan dan pengendalian resiko dengan
melakukan evaluasi pendataan masyarakat terdampak pandemi yang memenuhi
syarat sebagai penerima yang di lakukan secara rutin dan berskala selama berjalannya

program bantuan sosial tunai. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Suryana S.SOS:

“Untuk kebijakan agar resiko dapat diminimalisir maka dilakukan penomoran
dokumen dan juga dokumentasi hal ini sangat penting dalam pengendalian
resiko agar tidak ada terjadi adanya kecurangan dalam pendataan penerima
bantuan sosial tunai®®”

Kelurahan ujung baru kota parepare mencari solusi agar dapat mengendalikan
resiko. Dengan cara memahami resiko, sehingga dapat mengambil sebuah tindakan
pencegahan, sehingga tidak terjadi kerugian yang besar ada dua resiko yang dihadapi

yaitu:

*®Syryana S.SOS, penanggung Jawab Bantuan Sosial Tunai, Wawancara di Kantor Kelurahan
Ujung Baru Kots Parepare, 10 Oktober 2022
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1) Resiko strategi yaitu resiko karyawan melakukan kesalahan karena krna
melakukan pekerjaan yang salah salah satu contohnya pengimputan yang
harusnya di kerjakan dengan menggunakan komputer/laptop dilakukan
dengan cara manual

2) Resiko informasi merupakan adanya informasi yang tidak relevan atau
bahkan salah. Salah satu contohnya salah satu karyawan memberikan
penjelasan yang tidak sesuai dengan syarat penerima bantuan yang
menyebabkan adanya keluhan yang di berikan oleh warga.

Hal ini telah sejalan dengan teori Mardiasmo pengendalian dalam
penilaian resiko sangat dibutuhkan. Hal ini menandakan bahwa kelurahan ujung
baru kota parepare telah melakukan penilaian resiko yang baik dalam
pengendalian internnya.

c. Prosedur pengendalian

Merupakan sebuah kebijakan yang membantu memberikan arahan prosedur
pengendalian ini diadakan dalam sistem pendataan masyarakat dari segi pencatatan,
pembatasan sumber data dan pemisahan tugas berdasarkan fungsi.

Prosedur pengendalian yang dilakukan kelurahan ujung baru kota parepare
melakukan review kinerja dengan melakukan evaluasi yang dilakukan secara berkala
selama berjalannya program bantuan dalam setiap tahan pencairan bantuan sosial.
Review kinerja dilakukan dalam bentuk rapat-rapat dengan menilai Kkinerja
pegawaiPemisahan tugas juga mendukung sistem pengendalian intern karna ada
keterengan jelas yang disusun dengan job description merupakan acuan dalam
melaksanakan tugas serta tanggung jawab, dokumen dan catatan yang memadahi.

Sehingga mendukung jalannya pencatatan.
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Kelurahan ujung baru kota parepare melakukan otorisasi yang memadabhi,
pemisahan tugas, serta dokumen dan catatan yang memadahi dengan otoritas yang
memadai maka diharapkan penerimaan bantuan sosial yang sesuai dengan targetnya.
Berdasarkan data serta keterangan yang ada di atas maka prosedur pengendalian telah
mendukung sistem pengendalian
d.  Informasi dan komunikasi

Hasil penelitian yang didapatkan pada proses penerimaan Bantuan Sosial
Tunai (BST) mengunakan komputer. Mulai dari pencatatan data penerima
menghitung jumlah nominal yang diterima dan pembuatan laporan. Dinas atau
perusahaan telah mengunakan informasi dan komunikasi yang baik untuk mendukung
sistem pengendalian intern dengan pemanfaatan teknologi dan alur komunikasi.

Berdasarkan yang di sampaikan oleh HJ. Andi Nurpati, SKM selaku Lurah

“terkait banyaknya tuntutan masyarakat terkait pelayanan maka kami
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang di mulai adanya web,
serta pelayanan online dan bahkan laporan online dengan adanya sistem
pelayanan online masalah komunikasi dengan pemberian arahan secara
langsung seperti pemberian surat tugas kepada anggota untuk melaksanakan
tugas kepada anggota untuk melaksanakan tugas dimana informasi di
sampaikan oleh pimpinan tertinggi hingga sampai ke bawwahnya”

Kelurahan ujung baru kota parepare telah sesuai dengan sistem pengendalian
intern dengan cara menerapkan alur komunikasi yang baik dengan pegawai dan juga
pimpinan serta masyarakat secara luas, keluarahan ujung baru kota parepare juga
dalam pencatatan telah mengunakan teknologi yang memadahi.

Berdasarkan penjelasan yang ada dapat disimpulkan kelurahan ujung baru

kota parepare demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat memanfaatkan

“selama pandemi ini dek susah keadaan apalagi saya bergantung sama anakji
juga itupun kerjaannya cuman tukang ojek yang dulu sebelum pandemi
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kadang dapat penumpang 5-10 orang tapi selama pandemi kadang seharian
keliling tidak dapat penumpang belum kebutuhan rumah juga”

pengunaan teknologi yang berkembang dan sistem informasi yang digunakan
juga telah memadai.
e. Pemantauan

Kelurahan ujung baru kota parepare melakukan evaluasi dalam bentuk rapat-
rapat evaluasi yang dilakukan pada setiap pencairan/penyaluran dana Bantuan Sosial

Tunai (BST) menurut Ibu Gustiawati, SE

“pemantauan dilakukan setiap tahap pencairan bantuan sosial tunai dan
sekaligus memberikan bantuan arahan kepada masyarakat agar memahami
prosedur yang harus di lakukan selama proses penerimaan dana Bantuan
Sosial Tunai (BST)*®”

Wawancara yang dilakukan dengan Pak Muh asrul

“sebagai tukang ojek dek biasa pendapatan dari penumpang seharian keliling
masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah merasakan sekali
dampak dari pandemi ini apalagi PPKM semua aktifitas di batasi yang
akibatnya dampaknya penumpang jadi makin kurang mana lagi kebutuhan
untuk anak sekolah yang pembelajaran secara online juga harus di penuhi
kebutuhannya”*®

Wawancara yang dilakukang dengan Ibu Ratna dewi

“sebagai penjahit yang biasanya pendapatan dari buat baju kebaya pengantin,
permak baju sekolah, permak baju dinas, merasakan sekali dampak dari
pandemi ini apalagi PPKM yang dilakukan pemerintah seperti dilarangnya
diadakan acara pengantin (kerumunan) dan sekolah melakukan pembelajaran
secara online, kantor kantor yang menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH)
yang otomatis orang jadi jarang memakai seragam kantor/sekolahnya
sehingga pendapatan saya sebagai penjahit menyrun dari Rp. 450.000 —
800,000/bulan menurun sampai Rp. 230. 000/bulan®®’

%"|sanang, Penerima Bantuan Sosial Tunai, di RW8 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15
Oktober 2022

8Gustiawati S.E , Kasi Kesejatraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Baru
Kota Parepare, 10 Oktober 2022

*Asrul, Penerima Bantuan Sosial Tunai, wawancara di RW8 Kelurahan Ujung Baru Kota
Parepare, 15 Oktober 2022

%0gyryanti Nurdin , Penerima Bantuan Sosial Tunai, Wawancaradi RW8 Kelurahan Ujung
Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022
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Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suryanti Nurdin

“suami saya sebagai pegawai bagian pembiayaan dek sangat merasakan
dampak dari pandemi terlebih lagi aktivitasi yang di batasi dengan kebijakan
PPKM ini jadi sulit mendapatkan nasaba apalagai keadaan prekonomian yang
kurang baik banyak nasabah yang telat melakukan pembayaran yang
dampaknya di rasakan oleh suami saya terkadang menutipi pembayaran
nasabah yang terlambat”

Wawancara yang dilakukang dengan Pak Amrullah

“sebagai tukang ojek saya sangat merasakan dampak dari pandemi ini dimana
sangat sulit mendapatkan penumpang terlebih lagi adanya kebijakan PPKM
dan juga adanya virus Covid-19 ini yang membuat kami menjadi waswas tiap
kali bekerja. Dan pendapatan yang juga menurun sangat derastis dan
kebutuhan yang makin meningkat contohnya untuk anak sekolah yang
melakulélan pembelajaran secara daring yang tentunya membutuhkan kuota
internet™”

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu A. Atiwarda

“sebagai seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh cuci saya juga
sangat merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini terlebihlagi kebutuhan
yang makin meningkat sedangkan sebagai buruh cuci yang hanya di upah Rp.
20.000/30.000 di mana selama pandemi job sebagai buruh cuci jadi makin
berkurang apalagi kebutuhan anak sekolah yang juga meningkat karna
pembelajaran secara daring dek apalagi hanya saya seorang diri yang
menafkahi 7orang anak karna suami saya sudah lama meninggal yang tadinya
sebelum pandemi dalam sebulan job mencuci pakaian bisa 2-5 perhari namun
selama pandemi sehari hanya 2-3 bahkan cukup sering tidak ada panggilan
sama sekali”®

Wawacara yang dilakukan dengan Ibu Rahma

“suami yang hanya sebagai tukang ojek dek tentu saja sangat merasakan juga
dampak dari pandemi Covid-19 ini di samping penumpang yang sangat sepi
yang kadang sehari tidak mendapatkan satu penumpang sama sekali di sisi
lain kebutuhan yang makin meningkan baik dari sisi anak sekolah dan
kebutuhan rumah bahkan harga BBM yang meningkat”63

Wawancara yang dilakukan dengan Pak Ahmad

“sebagai seorang buruh lepas dek saya sangat merasakan dampak dari
pandemi ini yang bisa di bilang bukan main main. Panggilan job yang sepi
yang bahkan dalam sebulan tidak ada panggilan satupun di sisilain sebagai
kepala rumah tangga ada anak dan istri yang harus di nafkahi dan kebutuhan

81 Amirullah, Penerima Bantuan Sosial Tunai, wawancara di RW?7 kelurahan Ujung Baru
Kota Parepare, 15 Oktober 2022

82A. Atiwarda, Penerima Bantuan Sosial Tunai wawanca, di RW6 Kelurahan Ujung Baru
Kota Parepare, 15 Oktober 2022

®*Rahma, Penerima Bantuan Sosial Tunai, di RW6 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15
Oktober 2022
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yang juga meningkat tentu saja sangat mersakan dampaknya yang biasanya
dalam sebulan saya bisa mendapatkan Rp. 200.000/450.000 namun selama
pandemi bahkan terkadang tidak ada sama sekali”®

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penemiliti dengan beberapa
warga dari kelurahan ujung baru kota parepare, dapat di simpulakan bahwa kebijakan
PPKM vyang ditetepkan oleh pemerintah semata mata untuk memutuskan rantai
penyebaran COVID-19 tetapi di balik kebijakan ada pihak yang mengalami kerugian
dimana PPKM membatasi jam oprasional, dilarangnya kerumunan serta banyaknya
masyarakat takut keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah.

Pemerintah juga melakukan beberapa tindakan langsung sebagai tahap guna
membantu masyarakat agar bisa selamat dari krisis yang terjadi akibat pandemi yaitu
bantuan sosial tunai yang dilakukan memalui pendataan warga melalui kelurahan
baik dari data awal maupun data tambahan dan juga kordinasi melalui pemangku
kepemimpinan guna membantu para warga terdampak pandemi COVID-19 dapat di
simpulkan masyarakat mengalami kerugian karna adanya pandemi juga adanya
kebijakan yang pemerintah keluarkan yaitu PPKM dan pandemi yang terjadi
membuat masyarakat menjerit akan krisis yang mereka alami yang membuat merka
mengalami penurunan pendapatan yang drastis dan membuat beberapa harga bahan
pokok mengalami kenaikan harga.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga/masyarakat
terdampak kelurahan ujung baru kota parepare dan observasi dilapangan dapat di
simpulkan bahwa beberapa warga yang peneliti wawancarai masih ada beberapa yang
merasa belum mendapatkan beberapa bantuan sosial lainnya yang tidak hanya berupa

uang tunai namun juga berupa sembako dan sejenisnya sehingga merasa tidak ada

% Ahmad, Penerima Bantuan Sosial Tunai, di RW6 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepar